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ABSTRACT

The Rohingya Crisis is one of the humanitarian crises that has caught the
world’s attention. Over the years Rohingya people have experienced various forms
of persecution and discrimination in Rakhine, Myanmar. Indonesia and other
ASEAN countries are responding to the crises by adhering to the non-intervention
principle in accordance with the ASEAN Charter. The purpose of this research is
to find out and analyze whether the non-intervention attitude of Indonesia and other
ASEAN countries in responding to the Rohingya crises is against the state’s
obligation to protect human rights. The method used in this legal research is
juridical normative where data is obtained from statutory regulations, books,
journals, and the internet. The conclusion that can be drawn from this research is
that the attitude of Indonesia and other ASEAN countries that do not want to
intervene in the Rohingya crisis does not conflict with the state's obligation to
protect human rights because intervention is not a form of the state's obligation to
protect human rights.

Keywords: ASEAN, Rohingya Crises, Non-Intervention Principle, State’s
Obligation to Protect Human Rights, International Law
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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Krisis Rohingya saat ini menjadi salah satu krisis kemanusiaan yang
menjadi perhatian dunia. Rohingya adalah etnis minoritas di Myanmar yang
mengalami berbagai bentuk persekusi dan diskriminasi selama bertahun-
tahun di daerah Rakhine, Myanmar.® Sekretaris Jenderal Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Gutteres, menyatakan bahwa saat ini, etnis
Rohingya merupakan salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di
dunia.? Etnis Rohingya mengklaim diri mereka sebagai keturunan Muslim
dari pedagang Persia dan Arab yang mendatangi Myanmar berpuluh-puluh
generasi silam.> Myanmar tidak memberikan status kewarganegaraan

kepada orang-orang Rohingya karena mereka dianggap sebagai imigran

1 https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis, diakses 10 September

2020
2 https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561, diakses 10 September

2020

*Rebecca Ratcliffe, Who are The Rohingya and What is Happening in
Myanmar?, https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-
are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar, diakses 19 September 2020

1


https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis
https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561
https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar
https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar

ilegal yang berasal dari Bangladesh,* walaupun faktanya mereka sudah
menetap di Rakhine selama bertahun-tahun.®

Krisis ini berawal dari konflik yang terjadi di antara kaum Muslim
Rohingya dengan Arakan Buddhi di Myanmar. Konflik yang didasari
dengan kebencian terhadap etnis ini mendorong munculnya kelompok
militan yakni Arakan Rohingya Salvation Army atau yang disebut dengan
ARSA. Pada tahun 2015, ribuan orang Rohingya ditemukan terdampar di
atas kapal dekat pantai Rakhine dengan kondisi mengenaskan karena tidak
ada satu negarapun yang mau menerima mereka. Satu tahun setelahnya,
pada tahun 2016, Pemerintah Myanmar menambah jumlah pasukan di
daerah Rakhine setelah ditemukan sembilan orang polisi dibunuh oleh
kelompok bersenjata tidak dikenal.® Pada tahun 2017, jumlah pengungsi
Rohingya melonjak secara drastis. Hal ini disebabkan oleh serangan yang
dilakukan oleh ARSA terhadap lebih dari 30 (tiga puluh) pos kepolisian di
Myanmar.” Pemerintah Myanmar meluncurkan gerakan pembalasan atas
penyerangan yang dilakukan oleh ARSA dan menewaskan setidaknya 1.000
orang. Pemerintah Myanmar menyatakan terdapat sekitar 400 korban jiwa

pada tahun 2017 itu, walaupun berdasarkan keterangan Menteri Luar Negeri

*https://www.amnesty.id/nasib-malang-pengungsi-rohingya-dan-mengapa-
Kita-harus-bergerak/, diakses 19 September 2020

*Gabriel ~ Power, What’s Happening to the Rohingya?,
https://www.theweek.co.uk/82969/the-rohingya-crisis-in-myanmar-explained,
diakses 19 September 2020

®Rebecca Ratcliffe, Loc. Cit.

" https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561, diakses 10 September

2020
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Bangladesh, AH Mahmood Ali, setidaknya ada lebih dari 3.000 orang
Rohingya yang telah menjadi korban.® Pemerintah Myanmar mengklaim
bahwa serangan hanya ditujukan kepada ARSA yang dianggap teroris dan
penyerangan ini merupakan bentuk pertahanan diri terhadap kelompok
militan yang membahayakan negara. Pengakuan dan penderitaan yang
dialami oleh orang-orang Rohingya menceritakan hal lain. Penembakan
secara brutal, pemerkosaan, pembakaran rumah, serta penyiksaan adalah
sepenggal cerita yang dialami oleh etnis Rohingya.®

Persekusi yang dialami orang-orang Rohingya ini memaksa mereka
untuk mencari perlindungan di negara lain. Global Conflict Tracker
mengutip data dari International Organization for Migration (IOM)
Bangladesh, bahwa hingga tahun 2019 terdapat 712.700 orang Rohingya
yang meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh untuk mencari
perlindungan di negara lain, salah satunya di Indonesia.

Pada tahun 2015, ditemukan 4 (empat) kapal yang mengangkut 500
(lima ratus) orang Rohingya terdampar di perairan Aceh Utara. United
Nation High Commissioner of Refugee (UNHCR) menyatakan bahwa
sampai dengan akhir bulan Februari 2015, terdapat setidaknya 738 (tujuh

ratus tiga puluh delapan) pengungsi Rohingya di Indonesia.° Ledakan krisis

8Rebecca Ratcliffe, Loc. Cit.
https://www.amnesty.id/nasib-malang-pengungsi-rohingya-dan-mengapa-
Kita-harus-bergerak/, diakses 19 September 2020

Ohttps://www.bbc.com/indonesia/berita indonesia/2015/05/150510 aceh
rohingya_kapal, diakses 19 September 2020
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Rohingya pada tahun 2017 menyebabkan bertambahnya jumlah etnis
Rohingya yang melarikan diri untuk mencari perlindungan. Pada Bulan Juni
2020 lalu, beberapa nelayan berhasil menyelamatkan 94 (sembilan puluh
empat) pengungsi Rohingya di perairan Aceh Utara.'! Kejadian yang serupa
kembali terulang pada 7 September 2020 silam ketika beberapa nelayan
melihat sebuah kapal di pantai daerah Lhokseumawe yang akhirnya kapal
tersebut berhenti di Pantai Ujung Blang menurunkan 297 (dua ratus
sembilan puluh tujuh) orang Rohingya.*?

Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi Jenewa
tahun 1951 tentang Pengungsi sehingga tidak ada perlindungan khusus yang
dapat diberikan kepada pengungsi Rohingya di Indonesia. Presiden
Indonesia, Joko Widodo, pada tahun 2016 mengeluarkan Peraturan
Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar
Negeri dengan menggandeng UNHCR dan IOM untuk membantu
pengungsi di Indonesia.

Pengungsi Rohingya yang mendatangi Indonesia mendapatkan
bantuan dari UNHCR dan juga IOM. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi

Uhttps://www.thejakartapost.com/news/2020/06/24/indonesian-fishermen-

rescue-dozens-of-rohingya-refugees-in-aceh-waters.html, diakses 10 September

2020

12 Hidayatullah Tahjuddin dan Poppy McPherson, Almost 300 Rohingya

Refugees Arrive in Indonesia’s Aceh Province,
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/07/almost-300-rohingya-refugees-

arrive-in-indonesias-aceh-province.html, diakses 10 September 2020
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dari Luar Negeri, penanganan pengungsi yang datang ke Indonesia
dilakukan dengan melakukan kerja sama antara pemerintah pusat dengan
UNHCR di Indonesia dan/atau organisasi internasional lainnya di Indonesia
(dalam hal ini IOM). Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat
bersama dengan UNHCR dan I0OM belum memadai secara keseluruhan bagi
para pengungsi Rohingya. Arfat, seorang pengungsi Rohingya, menyatakan
bahwa akses kesehatan sangat sulit untuk ia dapatkan. Arfat sempat
mengalami sakit pinggang dan melapor kepada IOM, akan tetapi IOM tidak
bisa membiayai keseluruhan terapi yang diperlukan Arfat. Arfat juga
memberi keterangan bahwa selama masa pandemi, petugas IOM hanya satu
kali memberikan masker gratis lantaran tidak ada budget, sehingga Arfat
dan pengungsi Rohingya lainnya melakukan swadaya untuk membeli
masker dan sabun cuci tangan.™

Hingga saat ini, krisis Rohingya belum menemui penyelesaian.
Indonesia sebagai bagian dari Association of Southeast Asia Nations
(ASEAN) diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang
terjadi terhadap etnis Rohingya, akan tetapi ASEAN sendiri dinilai gagal
menyelesaikan Kkrisis Rohingya. Negara-negara anggota ASEAN termasuk
Indonesia terhalang oleh keberadaan prinsip non-intervensi. Prinsip non-

intervensi merupakan prinsip yang menyatakan bahwa suatu negara tidak

13Rosa Folia, Jalan Tiada Ujung Terpaksa Dilalui Pengungsi Rohingya di
Indonesia Selama Pandemi, https://www.vice.com/id/article/k7qmbx/pengungsi-
rohingya-di-aceh-sidoarjo-makassar-minim-akses-kesehatan-berisiko-tertular-
covid-19, diakses 9 Oktober 2020
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boleh mencampuri politik internal negara lain, akan tetapi harus tetap
mempertahankan diplomasi dengan negara tersebut berdasarkan dengan
prinsip kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri.}* Prinsip ini
diterapkan sebagai perwujudan dari kedaulatan suatu negara yang memiliki
arti kemerdekaan serta persamaan derajat. Negara-negara yang berdaulat
terbebas dari satu dengan yang lain serta memiliki derajat yang sama.'®
Prinsip non-intervensi yang diakui sebagai prinsip dasar ASEAN ini telah
membatasi Indonesia sebagai negara anggota untuk membantu
menghentikan krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine, Myanmar.
Negara-negara di ASEAN memberikan tanggapan yang berbeda-
beda atas krisis Rohingya. Pada tahun 2015, Tentara Nasional Indonesia
(TNI) menolak kehadiran pengungsi Rohingya ketika terjadi gelombang
pengungsi. TNI melakukan penjagaan dan meminta kapal-kapal pengungsi
yang datang untuk tidak memasuki wilayah Indonesia serta melarang
masyarakat Aceh untuk membawa pengungsi ke darat.'® Masyarakat Aceh
pada tanggal 10 Mei 2015, dengan mendasarkan pada kemanusiaan,

membantu menyelamatkan pengungsi Rohingya di wilayah perairan Aceh

14].G. Starke, 2007, Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh, Buku
2), Sinar Grafika, Jakarta 2007, him. 683

®Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum
Internasional, Alumni Bandung, Bandung, him. 19

16 Khairunnisa Simbolon, 2017, “Sikap Thailand dan Indonesia terhadap
Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis™, Jurnal PIR, VVol. 2 Nomor
1 Agustus 2017, Ilmu Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama, him. 44



Utara.l” Pada tanggal 20 Mei 2015, Indonesia bersama dengan Malaysia
menyatakan bersedia menerima pengungsi Rohingya yang ada di wilayah
perairannya dan tidak lagi melakukan pengusiran terhadap kapal pengungsi
yang datang.'® Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menemui
Aung San Sukyi pada tahun 2015 untuk membicarakan mengenai Krisis
kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya, akan tetapi tidak ada kejelasan
mengenai bagaimana Myanmar menanggapi hal tersebut. Thailand
memberikan Kritik kepada junta militer Myanmar dan mendesak ASEAN
untuk memberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan junta Militer
terhadap etnis Rohingya. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong,
menyatakan bahwa tetap akan menerapkan prinsip non-intervensi dalam
menanggapi krisis Rohingya. Hal yang serupa dinyatakan oleh Perdana
Menteri Kamboja, Hun Sen, yang mengatakan bahwa krisis Rohingya
merupakan masalah internal. Laos dan Vietnam juga menyatakan hal yang
sama dengan Singapura dan Kamboja. Sementara itu, Brunei Darusallam
dan Filipina memberikan kritik kepada Myanmar dan mendesak untuk

dilakukan tindakan yang dapat menghentikan krisis Rohingya.*®

Yhttps://regional.kompas.com/read/2015/05/24/12310161/Masyarakat.Ace
h.Bantu.Pengungsi.Rohingya.Mensos.Ucapkan. Terima.Kasih, diakses 10
November 2020

Bhttps://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-
pengungsi-rohingya/a-18462889, diakses 10 November 2020

19 Erizon Indra, 2018, “Kepatuhan Negara-Negara ASEAN untuk Tidak
Campur Tangan dalam Menangani Persekusi Etnis Rohingya di Myanmar”,
Journal of International Relations, Volume 4 Nomor 3, Departemen Hubungan
Internasional Fakultas IImu Sosial dan IImu Politik Universitas Diponegoro, him.
380-381



https://regional.kompas.com/read/2015/05/24/12310161/Masyarakat.Aceh.Bantu.Pengungsi.Rohingya.Mensos.Ucapkan.Terima.Kasih
https://regional.kompas.com/read/2015/05/24/12310161/Masyarakat.Aceh.Bantu.Pengungsi.Rohingya.Mensos.Ucapkan.Terima.Kasih
https://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889
https://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan
terhadap hak asasi manusia. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain
adalah menghormati hak asasi manusia, memberikan perlindungan terhadap
hak asasi manusia, dan pemenuhan hak asasi manusia. Kewajiban ini
memberikan tanggung jawab kepada negara untuk mencegah terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban
ini adalah negara menjadi pihak dari konvensi-konvensi yang memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Anthony Aust menyatakan bahwa
konvensi internasional mengenai hak asasi manusia mewajibkan para pihak
untuk memberikan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia
setiap orang di negaranya dengan cara melaksanakan apa yang sudah diatur
didalam konvensi tersebut, walaupun pada kenyataannya tidak semua pihak
mematuhi kewajiban ini.?

Negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia apabila negara tidak berupaya melindungi atau bahkan meniadakan
hak-hak warganya dan atau negara yang bersangkutan justru membiarkan
terjadinya atau melalui aparatnya melakukan suatu kejahatan internasional
atau kejahatan serius.?! Kewajiban negara ternadap hak asasi manusia ini
sebenarnya memberikan peluang terhadap negara lain seperti Indonesia

untuk membantu menghentikan krisis Rohingya. Intervensi kemanusiaan

20 Anthony Aust, 2010, Handbook of International Law, 2" Edition,
Cambridge University Press, Cambridge, him. 217

21 Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi
Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, him. 53



sebagaimana disebutkan di dalam Bagian Ketujuh Piagam PBB dapat
diizinkan melalui Dewan Keamanan selama tidak bertentangan dengan
ketentuan yang sudah disebutkan di dalamnya. Intervensi kemanusiaan
yang dilakukan karena adanya ancaman terhadap perdamaian dapat menjadi
bentuk tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia untuk

memulihkan hak asasi pada suatu negara.??

2. Rumusan Masalah
Apakah sikap Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya yang
tidak mau melakukan intervensi terhadap krisis Rohingya di Myanmar tidak
bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi

Manusia?

3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah sikap non-intervensi

Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya dalam menanggapi Krisis

2 Tony Yuri Rahmanto, 2017, “Prinsip Non-Intervensi bagi ASEAN
Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume
8 Nomor 2 Desember 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi
Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.1., him. 154
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Rohingya bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi Hak

Asasi Manusia.

4. Manfaat Penelitian

1.

Penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada
umumnya dan perkembangan bidang hukum internasional.

Sebagai referensi bagi semua pihak, terutama bagi pemerintah dan
yang bernaung di bawah dunia hukum khususnya hukum

internasional.

5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas Atma

Jaya Yogyakarta, terdapat beberapa hasil penelitian yang mirip dengan

penelitian yang akan dilakukan penulis, diantaranya:

1.

Identitas penulis . Adrian Banggas Siregar (Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013)

Judul . Pelaksanaan Prinsip Non-Intervensi di
ASEAN dalam Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi
Kasus terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar)
Hasil penelitian : Penelitian ini menekankan pada prinsip non-
intervensi yang dilaksanakan ASEAN sudah sesuai dengan Piagam
ASEAN, akan tetapi pada praktiknya masih kaku berkaitan dengan
kasus pelanggaran HAM di Myanmar. Dalam hal ini perlu
diperhatikan adanya perkembangan hukum internasional yang

menghendaki penghormatan terhadap HAM di seluruh dunia.
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Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dengan penulisan
hukum yang akan disusun  : Penulisan hukum yang akan disusun
menitikberatkan pada sikap non-intervensi yang dilakukan
Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya atas Krisis
kemanusiaan di Rohingya berkaitan dengan kewajiban negara dalam

melindungi HAM.

Identitas penulis : Grace Tri Imelda (Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019)

Judul . Peranan  United  Nations  High
Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Memberikan
Perlindungan kepada Pengungsi di Negara Transit Ditinjau dari
Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa
1967 (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Indonesia)

Hasil penelitian . Penelitian ini menekankan pada peran
utama dari UNHCR yakni memberikan perlindungan hukum dengan
cara memberikan status terhadap pengungsi bagi negara yang bukan
merupakan negara pihak dari Konvensi Pengungsi serta
bekerjasama dengan pemerintah dalam memberikan bantuan berupa
kebutuhan sehari-hari untuk pengungsi. Dalam hal ini, UNHCR
sudah melaksanakan tugasnya akan tetapi belum berjalan dengan

efektif di Indonesia karena keterbatasan dana dan perbedaan bahasa.
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Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dengan penulisan
hukum yang akan disusun  : Penulisan hukum yang akan disusun
menekankan pada sikap non-intervensi yang dilakukan Indonesia
dan Negara-Negara ASEAN lainnya atas krisis kemanusiaan di

Rohingya terkait dengan kewajiban negara dalam melindungi HAM.

Identitas penulis : Emmelia Pasca Pradana (Fakultas Hukum,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018)

Judul . Pelaksanaan dan Hambatan Perlindungan
Hukum terhadap Pengungsi Rohingya oleh The United Nations
High Commissioner for Refugees

Hasil penelitian . Penelitian ini menitikberatkan pada fungsi
perlindungan internasional bagi para pengungsi yang dilaksanakan
oleh UNHCR. UNHCR telah melaksanakan fungsi perlindungan
dengan baik kepada para pengungsi Rohingya, akan tetapi masih
menemukan beberapa hambatan. Hambatan tersebut diantaranya
adalah keterbatasan dana, kurangnya staf UNHCR, serta terdapat
kesulitan dalam pemindahan pengungsi ke negara ketiga.
Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dengan penulisan
hukum yang akan disusun: Penulisan hukum yang akan disusun
menekankan pada sikap non-intervensi yang dilakukan Indonesia

dan Negara-Negara ASEAN lainnya dalam menanggapi krisis
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kemanusiaan di Rohingya terkait dengan kewajiban negara dalam

melindungi HAM.

6. Batasan Konsep

Penulisan hukum dengan judul Sikap Non-Intervensi Indonesia dan
Negara-Negara Asean lainnya dalam Menghadapi Krisis Rohingya ini
memuat beberapa variabel yang menjadi pedoman dalam penelitian.
Variabel yang ada di dalam penulisan hukum ini perlu diberi batasan dengan
maksud agar pengertian atas variabel-variabel yang disebutkan tidak

menyimpang jauh.

1. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

ASEAN merupakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
Tenggara yang berdiri dengan ditandatanganinya Deklarasi
Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan pada awalnya terdiri dari
beberapa negara saja, yakni Indonesia, Singapura, Filipina, dan
Thailand dengan tujuan untuk memperkuat ikatan solidaritas
regional terutama dalam hal meningkatkan kerja sama regional di
Asia Tenggara.?> ASEAN memiliki tujuan untuk meningkatkan
kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan,

dan lainnya sekaligus mempromosukan perdamaian dan stabilitas

23 Martin Basiang, 2016, Law Dictionary Second Edition, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, him. 17
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regional dengan menghormati keadilan, supremasi hukum, dan
mematuhi prinsip-prinsip PBB.%*
2. Prinsip Non-Intervensi
Steven L. Spiegel menjelaskan, prinsip non-intervensi
berkaitan dengan kedaulatan negara yang mana negara lain dilarang
untuk melakukan intervensi terhadap urusan suatu negara.?® Amitav
Acharya mendefinisikan prinsip non-intervensi sebagai prinsip yang
menghormati kedaulatan dan mengakui hak setiap negara untuk
bebas dari campur tangan dalam mengurus urusan internalnya yang
akan mengganggu prinsip kebebasan, kemerdekaan, serta intergritas
suatu negara.®
3. Hak Asasi Manusia (HAM)
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan
HAM sebagai seperangkat hak yang ada pada hakikat serta
keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha
Esa dan HAM adalah anugerah dari Tuhan yang wajib untuk
dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan

24 https://asean.org/asean/about-asean/history/, diakses 7 Januari 2021

25 Steven L. Spiegel, 1995, World Politics in a New Era, Harcourt Brace
College Publishers, Orlando, him. 395

26 Amitav Acharya, 2001, Constructing a Security Community in Southeast
Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order, Routledge Taylor and Francis
Group, New York, him. 57
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harkat martabat manusia. HAM adalah hak-hak dasar manusia yang
dimiliki sebagai akibat dari kelahirannya di dunia.?” HAM dimiliki
manusia bukan karena diberikan oleh orang lain atau berdasarkan
keberadaan hukum positif, akan tetapi dimiliki karena martabatnya
sebagai manusia.?
4. Intervensi Kemanusiaan

Intervensi kemanusiaan dapat diizinkan oleh Dewan
Keamanan PBB asalkan betul terdapat situasi yang mengancam
perdamaian dan keamanan internasional.  Anthony  Aust
menjelaskan, intervensi kemanusiaan dapat dilakukan dengan syarat
adanya situasi mendesak yang mengancam kemanusiaan, negara
yang terlibat langsung tidak dapat menghadapi ancaman tersebut,
tidak ada alternatif lain, dan tindakan yang dilakukan dibatasi pada
lingkup yang diperlukan untuk menghentikan ancaman tersebut.
Tujuan dari intervensi kemanusiaan ini tidak lain adalah untuk
melindungi orang-orang yang terancam akibat ancaman terhadap
perdamaian itu sehingga penggunaan kekuatan terbatas untuk

menghentikan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.?®

27 Martin Basiang, op. cit., him. 253

28 Jack Donneley, 2013, Universal Human Rights in Theory and Practice,
Cornell University Press, Itacha and London, him. 17

29 Anthony Aust, op. cit., him. 211-214
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7. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan suatu
aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang akan
digunakan untuk menjawab isu hukum yang diangkat atau
dihadapi.®® Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum
yuridis normatif yang mengkaji sikap non-intervensi Indonesia dan
negara-negara ASEAN lainnya dalam menghadapi krisis Rohingya.
2. Sumber Data

Penulisan hukum ini menggunakan jenis data sekunder, antara lain:
a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan
hukum ini adalah sekumpulan aturan hukum inernasional
yang diakui oleh masyarakat internasional. Peraturan hukum
yang digunakan adalah peraturan yang berhubungan dengan
prinsip non-intervensi, ASEAN, serta kewajiban negara
dalam melindungi HAM. Bahan hukum primer yang

digunakan:

i.  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
ii. Piagam ASEAN

iii.  International Court of Justice, Case Concerning

Military and Paramilitary Activities in and Against

30 peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada,
Jakarta, him. 35
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Nicaragua (Nicaragua Vs. USA) judgement of June
27, 1986
iv.  International Court of Justice, Case Concerning
Armed Activities on the Territory of the Congo
(Democratic Republic of Congo Vs. Uganda)
judgement of December 19, 2005
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penulisan
hukum ini terdiri dari pendapat hukum internasional yang
didapat dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat
kabar, dan fakta hukum internasional. Bahan hukum
sekunder ini didapat dari literatur mengenai hukum
internasional, pendapat hukum para ahli hukum
internasional, doktrin yang - diakui oleh ~masyarakat
internasional, jurnal, artikel, serta website.
c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk

melengkapi bahan hukum primer serta sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data
Penulisan hukum ini menggunakan metode pengumpulan data
berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan
mengumpulkan informasi dari berbagai buku atau literatur lainnya
seperti jurnal, artikel, dan hasil penelitian. Selain itu, beberapa

informasi yang dirujuk di dalam penulisan hukum ini diambil dari
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laman website. Semua informasi yang dikumpulkan oleh penulis
disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat yakni tentang prinsip
non-intervensi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam
menghadapi  krisis Rohingya. Buku dan literatur lainnya
dikumpulkan dari beberapa sumber:
a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta;
b. Repository Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan
situs electronic journal yang dimiliki oleh Universitas Atma
Jaya Yogyakarta, dan;
c. Library Genesis merupakan situs yang menyediakan akses

terhadap buku dan literatur.

. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode
analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan
cara memahami data-data yang sudah dikumpulkan untuk kemudian
disusun secara sistematis sehingga dapat diperoleh permasalahan
yang diteliti beserta jawaban dari permasalahan tersebut.

Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum
ini adalah proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif
merupakan proses berpikir dari mengumpulkan hal-hal yang bersifat

umum untuk mengambil kesimpulan yang bersifat khusus. Proses
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ini berawal dari tinjauan umum mengenai prinsip non-intervensi dan
kewajiban negara dalam melindungi HAM yang kemudian dikaitkan
dengan sikap non-intervensi yang dilakukan Indonesia serta negara-

negara ASEAN lainnya dalam menanggapi krisis Rohingya.



BAB I
PENUTUP
1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
sikap Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yang tidak mau
melakukan intervensi terhadap krisis Rohingya di Myanmar tidak
bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi HAM karena
intervensi bukan merupakan wujud dari kewajiban negara dalam
melindungi HAM. Sikap non-intervensi ini merupakan wujud kepatuhan
negara anggota ASEAN terhadap Piagam ASEAN. Intervensi kemanusiaan
sesuai dengan Bagian Ketujuh Piagam PBB bukan merupakan suatu
kewajiban bagi negara, tapi merupakan langkah terakhir yang dapat
ditempuh apabila DK PBB memutuskan adanya ancaman terhadap
perdamaian dunia. Sikap Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya
dalam menanggapi krisis Rohingya sudah cukup responsif walaupun tidak
bisa dilakukan intervensi karena terhalang prinsip non-intervensi yang
merupakan prinsip utama ASEAN. Kewajiban melindungi HAM dalam
menanggapi krisis Rohingya sudah dilakukan oleh Indonesia dan negara-
negara ASEAN lainnya dengan mengerahkan bantuan kepada orang-orang
Rohingya di Rakhine, Myanmar dan dengan menerima kedatangan mereka

di wilayah masing-masing.

54
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2. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka penulis mengajukan saran
sebagai berikut:

1. ASEAN hendaknya melakukan tinjauan kembali mengenai prinsip non-
intervensi. Prinsip non-intervensi yang dianut oleh ASEAN sudah tidak lagi
relevan karena menjadi penghalang dalam menyelesaikan permasalahan
yang terjadi di ASEAN seperti krisis Rohingya. Hendaknya, prinsip non-
intervensi dibarengi dengan pengecualian atau fleksibilitas agar krisis yang
mengancam HAM sekelompok orang maupun individu tertentu dapat
terselesaikan dengan lebih cepat.

2. Negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia hendaknya tidak
menjadikan prinsip non-intervensi sebagai penghalang untuk tetap
membantu menyelesaikan krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine,
Myanmar karena secara nyata orang-orang Rohingya mengalami
pelanggaran HAM. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah
menerapkan prinsip Responsibility to Protect (Tanggung Jawab untuk
Melindungi) atau R2P yang diusung oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB,

Ban Ki Moon, pada tahun 2009. R2P memiliki tiga poin utama dalam



56

implementasinya, yang pertama negara bertanggungjawab untuk
melindungi rakyatnya sendiri dari pelanggaran berat HAM (genosida,
kejahatan perang, pembersihan etnis, serta kejahatan terhadap
kemanusiaan), yang kedua masyarakat internasional berkomitmen untuk
membantu negara-negara dalam menjalankan tanggung jawab itu, serta
yang ketiga respon kolektif yang tepat waktu apabila ada suatu negara yang

gagal dalam memenuhi kewajiban tersebut.
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